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ABSTRAK 

Pornografi media rekayasa (deepfake) adalah salah satu bentuk baru dari 

tindak pidana pornografi, yaitu pembuatan dan penyebarluasan materi atau konten 

yang bersifat asusila, dimana posisi korban yang berada dalam konten tersebut tidak 

mengetahui dan tidak melakukannya atau tidak pernah sama sekali melakukan 

perbuatan asusila tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami 

kerugian baik materil maupun immaterial. Perlindungan hukum menjadi penting 

untuk korban yang dimana Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi 

setiap warga negaranya dengan adanya penegakan sanksi pidana kepada pelaku dan 

pemenuhan hak-hak dari korban tindak pidana pornografi deepfake. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai larangan dan sanksi pidana 

penyebaran pornografi deepfake dapat dikenakan pada UU Pornografi dan UU ITE. 

Untuk pengenaan pasal terhadap pelaku apabila terdapat UU yang mengatur secara 

khusus maka digunakan asas lex specialist systematic dalam penerapannya. Korban 

dalam hal ini juga mendapatkan perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak 

korban dimana salah satunya bisa mengajukan hak untuk dilupakan yang termuat 

dalam pasal 26 (3) UU ITE. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, deepfake, Pertanggungjawaban 

Pidana, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

Digital falsification pornography (deepfake) is a new form of pornographic 

crime, namely the creation and dissemination of immoral material or content, 

where the position of the victim in the content does not know and does not do it or 

has never committed the immoral act at all. As a result of these actions the victim 

suffers both material and immaterial losses. Legal protection is important for 

victims where the State has the responsibility to protect every citizen by enforcing 

criminal sanctions against perpetrators and fulfilling the rights of victims of 

deepfake pornography. The results of the study show that regulations regarding the 

prohibition and criminal sanctions on the distribution of deepfake pornography can 

be imposed on the Pornography Law and the ITE Law. For the imposition of 

articles on perpetrators, if there is a law that specifically regulates it, the lex 

specialist systematic principle is used in its application. Victims in this case also 

get legal protection for the fulfillment of victim’s rights where one of them can apply 

for the right to be forgotten which is contained in article 26 (3) of the ITE Law. 

Keywords: Crime, Pornography, deepfakes, Criminal Liability, Legal 

Protection 
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